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ABSTRAK
Nama : HUDALINNAS
NIM : 10100108017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Peradilan Agama
Judul Skripsi : Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak
Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam
Merariq adalah suatu tradisi perkawinan yang unik dimana seorang laki-
laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan.
Merariq ini umum terjadi dikalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas
muslim. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)
Bagaimana pelaksanaan tradisi merariq yang dilakukan masyarakat Sasak di
Lombok? 2) Bagaimana relevansi tradisi merariq dengan kehidupan masyarakat
Muslim Sasak? 3) Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam terhadap
tradisi merariq? Untuk mempelajari fenomena ini lebih dalam maka penelitian ini
bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan dan proses adat merariq yang
dilakukan masyarakat Sasak di Lombok, 2) mengetahui relevansi tradisi merariq
dengan kehidupan masyarakat Islam Sasak, serta 3) memahami pandangan hukum
perkawinan Islam terhadap tradisi merariq. Jawaban atas permasalahan diatas
diperoleh melalui penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian empiris
sosiologis dan yuridis syar’i dan didukung penelitian kepustakaan. Data penelitian
diambil dari Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram Nusa
Tenggara Barat. Data primer didapatkan dari informan yang berupa penjelasan
dan keterangan berkenaan dengan tradisi merariq. Data sekunder didapatkan dari
berbagai literatur dan dokumen-dokumen terkait.
Dari hasil penelitian diperoleh adalah bahwa proses merariq ini harus
didahului dengan melarikan atau menculik si gadis oleh calon mempelai laki-laki.
Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada keluarga si gadis
bahwa anak gadisnya telah diculik. Informasi ini harus diberikan sebelum tiga hari
terjadinya merariq, yang kemudian dilanjutkan dengan pernikahan di rumah pihak
laki-laki. Sesudah upacara pernikahan selesai, maka pasangan baru akan
mengunjungi rumah keluarga wanita. Acara ini disebut nyongkol. Hal ini
dilakukan untuk menunjukkan penghormatan pasangan baru terhadap orang tua,
terutama kepada keluarga mempelai wanita. Mereka ditemani oleh banyak
rombongan dan tari-tarian serta musik. Sesudah itu pasangan ini akan kembali ke
keluarga laki-laki. Terdapat beberapa alasan mengapa merariq dilakukan.
Pertama, untuk menunjukkan kesungguhan si laki-laki terhadap si gadis. Kedua,
menunjukkan keberanian, seperti seorang ksatria. Ketiga, karena alasan sejarah.
Keempat, karena alasan kompetisi. Akan tetapi sekarang ini tradisi merariq telah
banyak mengalami pergeseran nilai dan praktik yang disebabkan kurangnya
pemahaman pelaku merariq terhadap ketentuan adat dan ajaran agama.
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Pandangan masyarakat Islam Sasak terhadap tradisi merariq ada dua
pendapat. Pertama, pandangan masyarakat biasa, yang mengatakan bahwa
merariq tidak ada masalah selama dilakukan dengan ketentuan adat dan ajaran
agama. Kedua, pandangan kaum terdidik, mereka lebih melihat pada dampak dari
mulai proses awal sampai akhir. Sehingga sebaiknya perlu dicarikan alternatif
yang lebih sederhana dan baik untuk menghindari dampak negatif yang muncul.
Terkait pandangan hukum perkawinan Islam dapat disimpulkan bahwa terjadi
kesenjangan antara praktik merariq dengan ketentuan hukum Islam baik itu dari
sisi normatif maupun kemaslahatannya.
Oleh karena itu menurut kajian hukum Islam bahwa merariq merupakan
tradisi yang kurang baik. Akhirnya merariq dapat dipandang sebagai tradisi yang
tidak relevan lagi keberadaannya ditengah-tengah umat Islam Sasak yang semakin
meningkat pemahaman ajaran agamanya, sehingga tradisi merariq perlu
dipertimbangkan kembali.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah suatu peristiwa sosial penting yang harus dilalui
oleh setiap orang. Perkawinan merupakan institusi hubungan antara seorang
lelaki dengan seorang perempuan, seorang lelaki dan beberapa perempuan,
seorang perempuan dengan beberapa lelaki yang diresmikan menurut
prosedur adat istiadat, hukum atau agama dalam masyarakat.1 Perkawinan juga
merupakan pranata dasar yang terdapat disetiap masyarakat. Seseorang baru
dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah
berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban
baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat.
Dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan
perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai
makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, tepatlah apabila Islam
maupun negara mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci.
Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
1 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1984), h.
143
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sebagai bukti perhatian dari negara yang secara yuridis-formal sebagai suatu
hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia.2
Agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan dapat
diwujudkan, maka Islam memberikan bimbingan dan petunjuk etik-
keagamaan, baik sebelum, selama proses, maupun setelah akad perkawinan.
Karena perkawinan pada dasarnya adalah mitsaaqan ghalidzan (tali kuat)
yang harus dipertahankan selamanya. Sementara perceraian meski dibenarkan
tetapi sangat dibenci oleh Allah. Sebagai langkah awal menuju perkawinan,
Islam mensyari’atkan khitbah (peminangan), yaitu seorang pria seyogianya
terlebih dahulu meminta persetujuan wali dan atau perempuan pilihannya
agar bersedia menjadi pendamping hidupnya.3 Dengan demikian, perkawinan
dalam Islam dilakukan benar-benar atas dasar kerelaan kedua belah pihak
serta menghindari unsur paksaan.
Di Indonesia terdapat berbagai bentuk perkawinan, dan yang paling
banyak digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia adalah dengan cara
peminangan. Cara ini dapat dilakukan seperti; di daerah Jawa, Bima, Bugis,
dan Kalimantan. Akan tetapi ada juga yang melakukan dalam bentuk pelarian
diri atau dalam terminologi hukum adat disebut kawin lari.4 Proses kawin lari
ini dilakukan dengan cara melarikan (menculik) seorang gadis dari
2 Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. 9, Yogyakarta: UI Press, 1999), h. 1.
Dapat juga dibaca dalam bukunya Soerjono Soekamto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1992), h. 4
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jilid 6, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990), h.138
4 Soerjono Soekamto dan Soeman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Press, 1986), h. 246
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lingkungan dan pengawasannya, tanpa sepengetahuan orang tua maupun
kerabat dari pihak perempuan.
Beberapa alasan kawin lari dilakukan yaitu untuk menghindarkan diri
dari berbagai keharusan yang ditimbulkan oleh perkawinan dengan cara
peminangan, atau untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang
datang dari pihak keluarga perempuan, terutama dari orang tua atau walinya,
atau mungkin aturan adat begitu ketat sehingga membuat warga di sebuah
komunitas tidak berdaya saat hendak melepas masa lajang mereka. Pantangan
dan persyaratan lainnya yang dikaitkan kemampuan ekonomi adalah juga
penyebabnya. Alasan yang terakhir ini merupakan faktor utama dilakukannya
kawin lari.5 Jadi tidak mengherankan jika banyak sekali orang yang takut
menikah karena aturan adat dan ketidakberdayaan tadi.
Kawin lari ini menimbulkan implikasi negatif, sehingga dibeberapa
daerah tertentu seperti Bugis dan Makassar, sanksi adat bagi pelaku kawin
lari dapat berupa pembunuhan. Karena bagi mereka melarikan seorang gadis
meskipun dengan tujuan untuk kawin adalah perbuatan siri’ (aib) yang
menodai kehormatan keluarga.6
Hal diatas tentu saja berbeda dengan masyarakt Muslim Sasak di
Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), aturan adat tentang perkawinan
sungguh longgar bahkan terkesan radikal, seperti menjawab tuntutan zaman
5 Sution Usman Aji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty, 1989),
h. 105
6 A.Z. Abidin, Persepsi Orang Bugis-Makassar tentang Hukum Negara dan Hukum
Dunia Luar, (Bandung, 1995), h.46
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karena melihat kawin lari atau dalam bahasa Sasak disebut merariq umum
dilakukan, bahkan sebagian mereka menganggapnya sebagai tradisi yang
perlu dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan merupakan simbol keberanian
atau keinginan kuat seseorang untuk menikah. Pada masyarakat Sasak di
Lombok, menculik anak perempuan (calon mempelai perempuan) untuk
dinikahi dinilai lebih kesatria jika dibandingkan dengan meminta kepada
orang tuanya. Sebaliknya perkawinan dengan meminta izin kepada orang tua
perempuan secara konvensional sering kali dianggap sebagai hal yang tabu
atau bahkan sebagai suatu penghinaan, karena menurutnya, anak perempuan
bukanlah seperti sirih atau anak ayam yang dapat diminta begitu saja.7
Memang cukup unik dan menarik perhatian, tradisi merariq (kawin
lari) pada masyarakat Sasak tersebut, karena disamping memperlihatkan
adanya kesenjangan dengan nilai-nilai keislaman, juga dalam praktiknya
sering melahirkan persoalan-persoalan sosial yang rumit, baik masa pelarian
ataupun dalam proses penyelesaiannya. Pada masa pelarian misalnya, rentan
terjadi berbagai implikasi negatif berupa kekerasan, pelecehan, atau bahkan
perzinahan. Demikian juga dengan proses penyelesaiannya, dapat
menyebabkan konflik antara kedua belah pihak sehingga dalam batas-batas
tertentu dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, padahal pihak
perempuan terlanjur dilarikan dan berada di rumah pihak laki-laki. Apabila
ini terjadi, maka konflik sosial yang lebih besar tidak dapat dielakkan.
Dengan fenomena inilah, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam eksistensi
7 Depdikbud, Adat Istiadat Perkawinan di Lombok, (Mataram: Proyek Invanterisasi dan
Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1991), h. 36
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tradisi merariq ini terhadap kehidupan masyarakat muslim Sasak di Lombok,
Nusa Tenggara Barat. Dalam kajian ini, maka telaah dari sudut pandang
hukum perkawinan Islam tampaknya dapat dijadikan alternatif untuk
memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
B. Rumusan Masalah
Agar tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas mengenai
permasalahan yang akan dibahas, penulis merasa perlu untuk memberikan
pokok masalah sebagai sasaran utama dari pembahasan yang akan diuraikan.
Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah “Bagaimana perspektif hukum
Islam terhadap tradisi merariq di Lombok?” dan kemudian dijabarkan ke
dalam sub-sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan tradisi merariq yang dilakukan masyarakat
Sasak di Lombok?
2. Bagaimana relevansi tradisi merariq dengan kehidupan masyarakat
Muslim Sasak?
3. Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam terhadap tradisi
merariq?
C. Pengertian dan Definisi Operasional
Guna menghindari pengertian yang keliru dalam memahami isi tulisan
ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul, “Tradisi Merariq
(Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum
Islam”.
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1. Merariq, mempunyai dua pengertian. Pertama, Merariq dalam arti
yang sebenarnya yakni berlari, yaitu suatu cara atau teknik seorang
pria melarikan atau menculik seorang perempuan dari ikatan
(pengawasan) orang tua serta keluarganya dengan tujuan untuk kawin.
Kedua, merariq sebagai penamaan dari keseluruhan proses perkawinan
menurut adat Sasak.8
2. Hukum Islam, adalah tata aturan yang mencakup semua aspek
kehidupan manusia, yang bersumber pada wahyu Allah (Al-Qur’an)
dan sunnah Nabi SAW.9
3. Sasak, adalah nama suku bagi masyarakat pulau Lombok, Nusa
Tengggara Barat, yang terdiri dari Mataram, Lombok Barat, Lombok
Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara.
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami
pandangan hukum Islam terhadap tradisi merariq kawin lari pada masyarakat
Sasak di Lombok. Dari tujuan umum tersebut kemudian dijabarkan secara
rinci sebagai berikut:
8 Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, (Proyek
Pariwisata Nusa Tenggara barat, 1997), h. 33.
9 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1970), h. 16.
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan proses adat merariq yang
dilakukan masyarakat Sasak di Lombok.
2. Untuk mengetahui relevansi tradisi merariq dengan kehidupan
masyarakat Islam Sasak.
3. Untuk memahami pandangan hukum perkawinan Islam terhadap
tradisi merariq.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfa’at positif
terhadap pengembangan wawasan kita, sekaligus dari hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lain
untuk dimanfa’atkan sebagai bahan acuan ataupun perbandingan dalam
melakukan penelitian yang lebih mendlam atau lebih lengkap.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan
dan wawasan tentang dinamika tradisi perkawinan merariq pada
masyarakat Sasak di Lombok serta pandangan hukum Islam terhadap
tradisi tesebut.
b. Bagi masyarakat Sasak pada khususnya hasil penelitian ini dapat
dijadikan masukan dan wawasan dalam kiprahnya selaku masyarakat
Muslim yang mengedepankan nilai ajaran Islam dan Sunah Rasul.
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c. Bagi institusi dan pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan
acuan sekaligus referensi untuk mencermati tradisi merariq yang
dilakukan oleh masyarakat Sasak Lombok.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perkawinan
Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan
seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang
legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat
kemanusiaan. Akan tetapi perkawinan bukanlah semata-mata untuk
menyalurkan hasrat biologis tersebut. Perkawinan yang diajarkan Islam
meliputi multiaspek. Perkawinan adalah satu-satunya syari’at Allah yang
menyiratkan banyak aspek didalamnya,1 meliputi; aspek personal, aspek
sosial, aspek ritual, aspek moral dan aspek kultural.
Kiranya hanya unsur yang oleh Al-Qur’an disebut dengan mawaddah
dan rahmaat, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi
bahtera kehidupan ini. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Ar-Rum
ayat 21:
              
          
Terjemahnya:
“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu
1 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Cetakan I, Bandung: CV. Pustaka Setia), h.
15
9
xxii
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir”.2
Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan antara
lain:
1. Pengertian perkawinan menurut fuqaha’ adalah suatu akad atau
perikatan untuk menghalalkan kebahagiaan  hidup keluarga yang
diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang
diridhoi oleh Allah SWT.3
2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk menta’ati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.4
3. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorag
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia
berdasarkan ketuhanan yang maha esa.5
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (PT Syaamil Cipta Media,
Bandung).
3 Departemen Agama RI, Ilmu fiqh II, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 1984/1985.
4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademikaa Presindo Jakarta,
1995.
5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2009. h. 2
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B. Dasar Hukum Perkawinan
Mengenai hukum asal pernikahan, para ulama berbeda pendapat sesuai
dengan perbedaan penafsiran terhadap ayat tentang nikah. Diantara mereka
seperti Imam Abu Daud Adz-Dzahiri berpendapat bahwa nikah itu asal
hukumnya wajib. Para ulama Maliki Muta’akhirin berpendapat berpendapat
bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian
orang dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan
kekhwatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.
1. Wajib
Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah
mendesak, serta takut terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang
terbaik adalah dengan menikah. Firman Allah SWT:
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan
karunia-Nya.6 (QS. An-Nur: 33)
2. Sunnah
Bagi orang yang mau menikah nafsunya kuat, tetapi mampu
mengendalikan diri dari perbuatan zina maka hukum menikah baginya
adalah sunah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni
6 Departemen Agama RI, loc. cit.
             
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ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali
tidak dibenarkan dalam Islam.
3. Haram
Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu
memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada isterinya
serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apaila
ia menikah akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.
4. Makruh
Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat
dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak
merugikannya karena ia kayadan tidak mempunyai keinginan syahwat yang
kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syaahwat itu ia
berhentidari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.
5. Mubah
Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan
segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka
hukumnya mubah.
Ulama Hambali mengatakan bahwa, mubah hukumnya bagi orang
yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.
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C. Rukun dan Syarat Perkawinan
Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi
pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari
hakekat perkawinan, perkawinan artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak
terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa
rukun pernikahan itu terdiri atas:
1) Adanya calon suami dan Isteri yang akan melakukan pernikahan
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3) Adanya dua orang saksi
4) Sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin
laki-laki.
Pada garis besarnya syarat-syarat sah perkawinan itu ada dua macam,
yaitu:
1) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua
calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik
karena haram untuk sementara maupun selamanya.
2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.
Syarat–syarat perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 meliputi :7
7 Asmin, Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986, hal. 22-24.
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1) Syarat-syarat materil
- Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai
- Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah
mencapai 19 Tahun dan pihan dan calon mempelai wanita
harus sudah berumur 16 tahun
- Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain
- Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10,
yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu, hubungan
darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, mempunyai
hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang
kawin, telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum
masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain
- Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum
berumur 21 tahun.
2) Syarat-syarat formil
- Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan
kepada pegawai pencatat perkawinan
- Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
- Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan
kepercayaan masing-masing
- Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.
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D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan
Jika kita memperhatikan tujuan perkawinan sangatlah sakral dan suci.
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia  dengan dasar cinta dan kasih
sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan
mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.8 Pada
prinsipnya, tujuan perkawinan tersebut dapat dirumuskan sebagaimana yang
diungkapkan oleh Imam al-Ghazali,9 sebagai berikut;
1) Memperoleh keturunan yang sah serta mengembangkan suku-suku
manusia
2) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat
tabiat manusia
3) Menjaga diri dari perbuatan yang terlarang
4) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan bahagia
5) Mengikat aktivitas dalam mencari rizki (nafkah).
Di samping kelima tujuan di atas, nikah itu sendiri memiliki tujuan
mengikuti sunnah Nabi sendiri.  Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan pasal 1 menunjukkan suatu rumusan arti dan tujuan
perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan merupakan ikatan lahir bathin
antara seorang suami isteri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk
8 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 12.
9 Ibid.
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keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa. Tujuan-tujuan mulia di atas, terutama membentuk keluarga yang
dilandasi oleh cinta kasih dan bahagia tentu haruslah dimulai dengan semangat
dan cara yang baik secara dari awal perkawinan.
Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat dari beberapa hikmah yang
terkandung didalamnya,10 antara lain sebagai berikut:
1) Penyaluran naluri sexual secara benar dan sah,karna adakalanya
naluri sexual ini sulitdibendung dan sulit merasa terpuaskan
2) Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan
keturunan secarasah
3) Untuk memenuhi naluri kebapakan dan keibuan yang dimiliki
seseorang dalam rangkamelimpahkan kasih sayangnya
4) Menumbuhkan rasa tanggungjawab seseorang yangt telah dewasa
5) Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerja sama yang baik
6) Mempererat hubungan antara satu keluarga dan keluarga yang lain
melalui ikatan persaudaraan.
10 Rahmat Hakim, op. cit., h. 27.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Adapun jenis peneliyian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang
digunakan untuk mengambarkan fenomena tradisi merariq (kawin lari) pada
masyarakat Sasak Lombok. Pada umumnya alasan menggunakan metode
kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan
penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial di jaring
dengan metode penelitian kuantitaif dengan instrumen seperti tes, kuesioner,
pedoman wawancara.1
Dalam penelitian ini permasalahan sudah jelas, tetapi sifatnya
kompleks dan penuh makna. Penulis bermaksud memahami makna dibalik
data yang tampak. Gejala sosial bukan hanya dipahami berdasarkan apa yang
diucapkan atau dilakukan seseorang. Setiap ucapan dan tindakan memiliki
makna tertentu dan apa yang sebenarnya yang terkandung didalamnya,
Penulis juga bermaksud memahami interaksi sosial, interaksi sosial yang
kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan
metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam terhadap
interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D,
(Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011), h. 399.
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hubungan yang jelas. Selain kedua maksud tersebut Penulis juga bermaksud
mengembangkan teori, metode kualitatif paling cocok digunakan untuk
mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui
lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui grounded research. Dengan
metode kualitatif penulis pada tahap awalnya melakukan penjelajahan,
selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat
ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut
selanjutnya diferivikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Bila
hipotesis terbukti, maka akan menjadi teori.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam skripsi ini peneliti mengunakan jenis penelitian sosiologis
empiris dan yuridis syar’i. Sosiologis empiris adalah bentuk pendekatan nilai-
nilai masyarakat yang diperoleh dari pengamatan dan melibatkan diri secara
langsung pada obyek penelitian, sedangkan yuridis syar’i adalah bentuk
pendekatan terhadap nilai hukum dan agama. Artinya, kita harus
menyaksikan dengan penglihatan mata dan pendengaran telinga tentang
fenomena tradisi merariq yang terjadi pada masyarakat Sasak Lombok,
kemudian dihadapkan dari segi hukum dan agamanya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
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peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
diterapkan.
Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan tentang
masalah-masalah yang di angkat oleh penulis dengan tujuan mendapatkan
sesuai penulis harapkan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan
metode pengumpulan data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview, berarti kegiatan
langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab
kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang jelas atas
data yang peroleh melalui angket yang dipandang meragukan.
Data sekunder adalah data yang peroleh library research atau
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan
mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku peraturan-peraturan dokumen
dan publikasi lainya.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan tiga teknik,
yaitu observasi, wawancara, dokumen (kalau ada).
1. Observasi
Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun
dari pelbagi proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan
mengunakan indra.2 Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang
diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas
2 Sutrisno Hadi, Metodelogi Penelitian, (Yokyakarta: Pustaka Belajar, 1986), h. 172.
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tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities
(aktivitas).3
a) Place, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang
berlangsung. Jadi, dalam hal ini yang menjadi tempat adalah di
lingkungan masyarakat, di Kelurahan/Kecamatan, di Pengadilan
Agama, di Kantor Urusan Agama (KUA), di Kantor Pemerintah Kota,
dan lain-lain.
b) Actor, pelaku atau orang yang terlibat dalam obyek penelitian. Dalam
hal ini terdiri dari pelaku kawin lari, orang tua kawin lari, pemuda-
pemudi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat instansi pemerintah
seperti staf Kelurahan/Kecamatan, staf Pengadilan Agama, dan staf
Kantor Urusan Agama (KUA), serta staf Pemerintah Kota.
c) Activity, seperangkat kegiatan yang dilakukan seseorang. Dalam hal
ini, kaitannya dengan penelitian penulis adalah kegiatan yang
mempunyai hubungannya dengan tradisi merariq (kawin lari) yang
dilakukan masyarakat Sasak di Lombok atau proses pernikahannya,
dan ini bisa dikondisikan apabila aktivitas itu ada.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu.4 Wawancara dapat dilakukan secara tersruktut
3 Sugiyono, op.cit., h. 314
4 Esterberg, Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yokyakarta: Bumi Aksara,
2002), h. 97.
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maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to
face) maupun dengan mengunakan telepon. Wawancara terstruktur
(tertutup) adalah wawancara yang mengunakan pedoman wawancara yang
telah tersusun secara sistematis dan lengkap serta alternatif jawaban telah
disiapkan. Wawancara tidak terstruktur (terbuka) adalah wawancara yang
bebas dan penulis tiadak mengunakan pedoman wawancara yang lengkap
untuk penggumpulan datanya.
Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini,
yaitu:
- Menetapkan responden atau orang yang di wawancara
- Mengawali atau membuka alur wawancara
- Melangsungkan alur wawancara
- Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah
diperoleh.
3. Dokumen dan dokumentasi (kalau ada)
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan,
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kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, gambar hidup,
sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaaan metode observasi dan wawancara.
Sedangkan dokumentasi adalah sejumlah foto atau gambar yang
diambil oleh penulis pada sa’at melakukan penelitian, bisa berupa foto
pernikahan atau acara-acara adat yang berhubungan dengan penelitian.
D. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah
peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen atau peneliti itu
harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian
yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap pemahaman metode
penelitian kualitatif, penguasan wawasan terhadap bidang yang diteliti,
kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik
maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui
evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif,
penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan
dan bekal memasuki lapangan.
Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan
membuat kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu, dalam penelitian
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kualitatif “the researcher is the key instrument”. Jadi, peneliti adalah
merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif.
Pada prinsipnya penulis adalah melakukan pengukuran, maka harus
ada alat ukur yang baik sebagai bukti bahwa penulis pernah melakukan
wawancara kepada informan atau sumber data. Alat ukur dalam penelitian
dinamakan instrumen penelitian. Adapun alat yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
- Buku catatan dan pulpen: berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
- Handphone dengan fasilitas voice recorder: berfungsi untuk
merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini
apabila ada kehendak dari informan, mungkin saja informan ingin
merahasiakan dirinya.
- Handphone dengan fasilitas camera: berfungsi untuk memotret kalau
peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber
data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan
penelitian akan lebih terjamin, karena betul-betul melakukan
pengumpulan data.
- Daftar nama informan: berfungsi untuk menulis nama-nama
informan, jabatan atau status sosialnya dan tanda tangannya, sebagai
bukti konkrit dari penulis kepada siapa saja penulis melakukan
wawancara. Tidak semua informan ingin ditulis namanya, mungkin
saja ada informan yang ingin merahasiakan dirinya.
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E. Sampel Sumber Data
Dalam penelitian ini, adapun sampel sumber data dipilih secara
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu. Sampel sebagai sumber data atau informan
adalah orang yang ahli atau mengusai dan memahami obyek yang diteliti,
terlibat dalam obyek yang di teliti, mempunyai waktu yang memadai untuk
diminta informasi, atau mereka yang memiliki otoritas terhadap obyek yang
diteliti.
Dalam hal ini, terkait masalah tradisi merariq yang dilakukan
masyarakat Sasak di Lombok, maka penulis memilih informan beberapa
orang, yang terdiri dari pelaku kawin lari, pemuda-pemudi, tokoh agama,
tokoh masyarakat, pejabat instansi pemerintah seperti staf
Kelurahan/Kecamatan, staf Pengadilan Agama, dan staf Kantor Urusan
Agama (KUA), serta staf Pemerintah Kota Mataram.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan
lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain.Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu
analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjtunya dikembangkan pola
hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
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1. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,
makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak,
kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui
reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti memberikan untuk melakukan pengumpulan data selanjutya, dan
mencarinya bila diperlukan.
Dalam hal ini, yang menjadi hal-hal pokok adalah pelaksanaan
tradisi merariq masyarakat Sasak Lombok, relevansinya dengan
masyarakat Sasak Lombok, dan analisis hukum Islam terhadap merariq.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, dan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
Akan tetapi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
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3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)
Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-buti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumplan data berikutnya.
Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah
yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karenan seperti
tealh dikemukan bahwa masalah dan rumusan masalah masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaransuatu obyek yang
sebelumnya masih remang-remang atau gelap, dan setelah diteliti, menjadi
jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kondisi Obyektif
Kelurahan Pagesangan adalah salah satu dari 9 kelurahan yang ada
di kecamatan Mataram, yaitu kelurahan Mataram Timur, kelurahan Punia,
kelurahan Pejanggik, kelurahan Pagesangan Timur, kelurahan Pagesangan
Barat, kelurahan Pagutan, kelurahan Pagutan Timur dan kelurahan
Pagutan Barat. Luas kelurahan Pagesangan sekitar 127,94 Ha, dengan
penggunaan lahan persawahan seluas 20,73 ha/m2.
2. Letak Geografis
Kelurahan Pagesangan terletak diantara kabupaten Lombok Barat
dan Selat Lombok dengan jarak ± 2 Km dari pusat provinsi NTB. Letak
geografisnya kelurahan Pagesangan terdapat pada 1050 LS dan 1150 BB.
Adapun batas wilayah kelurahan Pagesangan adalah sebagai berikut:
Table I Batas wilayah kelurahan Pagesangan
No. Batas Desa/Kelurahan Kecamatan
1 Sebelah utara Kel. Punia Mataram
2 Sebelah selatan Kel. Jempong Mataram
3 Sebelah timur Kel. Pages. Timur Mataram
4 Sebelah barat Kel. Pages. Barat Mataram
Sumber : Buku profil kelurahan Pagesangan
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Kelurahan Pagesangan terdiri atas 7 lingkungan, yaitu lingkungan
Pagesangan Barat, lingkungan Pagesangan Timur, lingkungan Pagesangan
Indah, lingkungan Pagesangan Baru Pepabri, lingkungan Bebidas,
lingkungan Pagesangan Utara dan lingkungan Pagesangan Selatan.
Ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 200 m dan banyak
curah hujan adalah 200 mm/Thn, sedangkan suhu udara rata-rata 35o.
3. Keadaan Penduduk dan Sosio-Religiusnya
a. Jumlah Penduduk
Table II Jumlah penduduk
No. Jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin
Jumlah
1 Laki-laki 3.078 Jiwa
2 Perempuan 3.082 Jiwa
Jumlah total 6.160 Jiwa
Sumber : Buku profil kelurahan Pagesangan berdasarkan SP 2010
Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) adalah 1.589 Jiwa dan
kepadatan penduduk mencapai 3.995 per Km.
b. Mata pencaharian penduduk
Tabel. III Mata pencaharian penduduk
No. Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan
1 Petani 1.449 2.117
2 PNS 243 154
3 Pedagang 95 196
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4 Dokter 3 1
5 Perawat Swasta 1 4
6 Bidan - 4
7 TNI 35 2
8 Polisi 77 3
9 Pensiunan 65 26
10 Dosen 30 23
11 Karyawan 403 244
12 Buruh 265 83
13 Guru 37 56
14 BUMN 11 3
15 Wiraswasta 364 166
16 Lain-lain - -
Jumlah total penduduk 6.160 jiwa
Sumber: Buku profil kelurahan Pagesangan
c. Agama
Tabel IV Jumlah penganut agama
No. Agama
Jumlah penganut
Laki-laki Perempuan
1 Islam 1.694 1.659
2 Kristen 33 36
3 Katholik 56 51
4 Hindu 1.280 1.324
5 Budha 15 12
6 Kepercayaan lain - -
Jumlah 3.078 3.082
Sumber: Buku profil kelurahan Pagesangan
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d. Prasarana umum
1) Prasarana pendidikan
Tabel V Prasarana pendidikan
No. Jenis Jumlah
1 Perguruan Tinggi 1 Unit
2 SLTA -
3 SLTP 1 Unit
4 SD 2 Unit
5 TK 3 Unit
Jumlah 6 Unit
Sumber: Buku profil kelurahan Pagesangan
2) Prasarana Kesehatan
Table VI Prasarana kesehatan
No. Jenis Jumlah
1 Rumah Sakit -
2 Puskesmas 1 Unit
3 Poliklinik/Balai Pengobatan 2 Unit
4 Apotik 1 Unit
5 Posyandu 53 Unit
6 Rumah Bersalin -
7 Kantor Dokter praktek 3 Unit
8 Pasar Umum 1 Unit
9 Toko/Kios 76 Unit
Jumlah 137 Unit
Sumber: Buku profil kelurahan Pagesangan
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3) Prasarana peribadatan
Table VII Prasarana peribadatan
No. Tempat ibadah Jumlah
1 Masjid 5 Unit
2 Langgar/Surau 1 Unit
2 Gereja -
3 Pura 6 Unit
4 Wihara -
5 Klenteng -
Jumlah 11 Unit
Sumber: Buku profil kelurahan Pagesangan
B. Pelaksanaan Merariq Pada Perkawinan Sasak
Sistem pelaksanaan merariq pada perkawinan Sasak, secara umum
dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu; pertama, tradisi sebelum
perkawinan; kedua, proses pelaksanaan merariq; ketiga, upacara adat setelah
perkawinan.
1. Tradisi sebelum perkawinan
Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan
masyarakat Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga utuh dari suatu
masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan
memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat
atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut
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Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-
pasangan, tenteram dan damai (mawaddah wa rahmat) sekaligus sebagai
sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan
bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan
menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang
laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti
untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak
laki-laki dan kerabat pihak perempuan.
Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam
perkawinan dalam masyarakat Sasak Lombok, 1 yaitu:
a) Perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam
satu kadang waris yang disebut perkawinan betempuh pisa’ (misan
dengan misan/cross cousin); Perkawinan jenis ini dilakukan antar
sepupu atau yang mempunyai hubungan keluarga agar harta
warisan tidak jatuh pada orang lain.
b) Perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan
kadang jari (ikatan keluarga) disebut perkawinan sambung uwat
benang (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan); dan
c) Perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada
hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut perkawinan pegaluh
gumi (memperluas daerah/wilayah). Perkawinan semacam ini
1 Indah Hidayati (Tokoh Masyarakat dan Staf Penelitian di Badan Lingkungan Hidup dan
Penelitian (BLHP) Mataram), wawancara langsung dengan penulis pada tanggal 12 Juni 2012 di
Kantor BLHP NTB Mataram.
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dilakukan untuk memperbanyak hubungan keluarga dengan orang
lain pada suatu daerah/wilayah tertentu.
Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan
menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus
generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan
kekeluargaan.
Pada umumnya, masyarakat adat Sasak mengenal lima bentuk
perkawinan, yakni: memagah, nyerah hukum, kawin gantung, belakoq atau
memadi, dan merariq (memaling atau kawin lari).2 Memagah adalah
perkawinan yang diawali dengan cara melarikan perempuan secara paksa
dan dilakukan pada siang hari untuk dijadikan isteri. Memagah dilakukan
ketika perempuan tersebut lepas dari pengawasan orang tua atau
keluarganya. Adapun sebab memagah ini dilakukan antara lain perempuan
tersebut tergolong cantik di desa tersebut sehingga sebagai seorang
pemuda yang sangat menaruh hati tersebut khawatir kalau perempuan
tersebut terlebuh dahulu dilarikan oleh orang lain. Jadi didalam memagah
ini terdapat unsur paksaan dari seorang laki-laki dalam mengawini seorang
perempuan.
Nyerah hukum adalah perkawinan yang pelaksanaannya termasuk
pembiayaannya ditanggung oleh pihak keluarga perempuan yang
bersangkutan. Perkawinan bentuk ini biasa terjadi karena pihak laki-laki
2 Depdikbud, op. cit, h. 34-39.
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kekurangan biaya atau karena statusnya lebih rendah dari perempuan yang
akan dikawininya.
Tadong atau kawin gantung adalah perkawinan yang terjadi antara
seorang anak perempuan yang belum dewasa dan seorang anak laki-laki
yang belum dewasa. Dalam perkawinan semacam ini meskipun sudah
dilangsungkan akad nikah secara sempurna dengan dipenuhinya syarat-
syarat pernikahan, seperti adanya wali dan mahar atau maskawin, akan
tetapi hubungan sebadan antara keduanya ditunda sampai mereka beranjak
dewasa menurut hukum.
Belakoq atau memadi biasa juga disebut khitbah, yaitu perkawinan
yang diawali dengan proses melamar, yaitu dengan meminta izin kepada
orang tua perempuan untuk mengawini anaknya secara resmi. Biasanya
lamaran tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan antara laki-laki dan
perempuan untuk membina rumah tangga melalui perkawinan yang resmi.
Merariq merupakan perkawinan yang umum dilakukan oleh
masyarakat Sasak Lombok. Secara etimologis merariq berasal dari bahasa
Sasak “berari” berarti “berlari”. Hal ini mengandung dua makna;
pertama, bermakna lari; kedua, menurut adat Sasak adalah “keseluruhan
dari pelaksanaan perkawinan, mulai dari penculikan si gadis sampai proses
perkawinan selesai”.3 Oleh karena itu, perkawinan dalam bentuk merariq
ini biasa disebut memaling (mencuri).
3 Ahmad Abdul Syakur, Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi Akulturasi Nilai-nilai Islam
ke dalam Kebudayaan Sasak), (Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), h. 384.
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Dalam hal pemilihan jodoh dikalangan masyarakat Sasak terdapat
dua cara, yaitu kemele mesaq (pilihan sendiri) dan suka lokaq (pilihan
orang tua). Dari kedua cara ini, kemele mesaq yang paling banyak
dipraktikkan.4 Biasanya pertemuan pemuda-pemudi akan terjadi di
berbagai kesempatan seperti saat rekreasi, saat panen (potong padi di
sawah), festival bau nyale, pada saat pengantaran jemaah haji, presaian
(permainan adu kekuatan), dan pada pasar malam. Cara kedua, suka lokaq
atau pilihan orang tua, cara ini dilakukan apabila kedua belah pihak
mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat atau biasa disebut sistem
indogami. Sistem indogami adalah sistem perkawinan yang dianut oleh
sebagian masyarakat Sasak. Bahkan di beberapa tempat, terutama pada
masa lampau, walaupun kecenderungannya indogami namun sistem
eksogami tidak diharamkan oleh adat.5
Terkait dengan status sosial, masyarakat Sasak lebih khusus lagi
pada masyarakat Pagesangan, masih memegang teguh adat dan pada
dasarnya tidak menginginkan terjadinya perkawinan antara sepasang calon
mempelai dengan kasta yang berbeda, terutama apabila kasta calon isteri
lebih tinggi dari kasta calon suami yang besangkutan. Pada zaman dahulu,
seorang wanita bangsawan menikah dengan seorang laki-laki yang bukan
bangsawan, biasanya dibuang dan tidak diakui lagi sebagai keluarga oleh
4 Ripa’i (Tokoh Adat dan Penghulu KUA Mataram), wawancara langsung dengan penulis
pada tanggal 14 Juni 2012 di Kantor KUA Mataram.
5 Arya Sosman , Adat Perkawinan Suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat,
http://id.shvoong.com/social-sciences/1927569-adat-perkawinan-suku-sasak lombok/# ixzz1btlR
h4mB, diakses tanggal 6 Februari 2012.
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orang tuanya dan mengakibatkan status kebangsawanan wanita tersebut
menjadi hilang. Ia tidak lagi disebut Baiq (panggilan gelar bangsawan
perempuan), demikian pula dengan keturunannya.6 Kalau terjadi
perkawinan lelaki jajar karang (dari golongan biasa) dengan perempuan
bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan
(mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak berhak
menyandang gelar kebangsawanan ayahnya.7
2. Proses Pelaksanaan merariq
Terdapat perbedaan pendapat mengenai sejarah merariq dan
munculnya praktik merariq. Selain itu dalam buku adat Sasak pun, tidak
ada penjelasan secara detail tentang sejarah merariq. Sebagian orang
menganggap merariq adalah tradisi yang telah berlaku sejak dahulu dan
menjadi warisan nenek moyang.8 Merariq merupakan pengaruh adat Bali,
ketika kerajaan Karangasem Bali berkuasa di Lombok, merariq
dikembangkan untuk memecah belah kekuasaan orang Sasak. Akibat
lamanya masa penjajahan, merariq menjadi semakin mengental dalam
tradisi perkawinan Sasak.9 Pendapat ini didukung oleh mayoritas seperti
6 Ahmad Abdul Syakur, op. cit. h. 386.
7 Muslihun Muslim dan Muhammad Taisir, Tradisi Merariq: Analisis Hukum Islam dan
Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009), h. 130-
131
8 Iqbal (seorang pemuda di Pagesangan), wawancara langsung dengan penulis pada
tanggal 20 Juni 2012 di Pagesangan dan didukung oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat
yang benar-benar tidak paham sejarah mereka selalu meyakini bahwa merariq ini lahir dari
kebudayaan Sasak asli, begitulah pengakuan masyarakat awam, penulis tidak menyebutnya satu-
persatu.
9 Taufik (Kepala Lingkungan Pagesangan Indah Kelurahan Pagesangan ), wawancara
langsung dengan penulis pada tanggal 20 Juni 2012 di Rumah beliau.
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pakar adat, tokoh agama dan tokoh adat, mengatakan bahwa merariq
bukan asli adat Sasak, adat Sasak yang asli adalah khitbah.10
Proses merariq didahului dengan masa midang. Midang adalah
kunjungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud
untuk mengadakan perkenalan dan menjalin hubungan cinta. Jika masing-
masing tertarik dan mengungkapkan perasaan baik secara langsung
maupun melalui perantara orang lain (subandar), maka terjadilah suatu
hubungan asmara yang disebut beberayean. Masa ini ditandai dengan
intensitas midang yang dilakukan. Tidak jarang pada masa ini seorang
pemuda memberikan aneka bingkisan bagi perempuan pujaannya untuk
menunjukkan bahwa laki-laki itu benar-benar mencintai perempuan.
Midang biasanya dimulai sesudah shalat maghrib sampai maksimal
sekitar jam 10 malam. Tetapi ada juga midang yang dilakukan pada siang
hari. Biasanya laki-laki yang midang disambut oleh tuan rumah dan
mempersilahkan duduk di berugaq. Sedangkan bagi yang tidak
mempunyai berugaq, midang dilakukan di sasangkok (teras rumah).
Seorang laki-laki yang pertama kali datang untuk midang, biasanya
ditemui oleh ibu si gadis dan midang ini tidak hanya berkembang
dikalangan mereka yang belum pernah menikah, bagi laki-laki yang sudah
beristeri pun akan melakukan midang bila ingin menikah lagi.
10 Lalu Sohimun Faisol (Pengamat adat Sasak dan Dosen IAIN Mataram), wawancara
langsung dengan penulis pada tanggal 22 Juni 2012 di Kampus IAIN Mataram.
lPada akhir-akhir ini tampak adanya perubahan dalam
melaksanakan midang antara laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut
dari yang semula bersifat tradisional dan terkontrol ketat oleh orang tua,
karena dilakukan di rumah. Saat ini menjadi longgar dan tidak dikontrol
lagi oleh orang tua, karena dapat dilakukan di berbagai tempat dan waktu,
sehingga timbul berbagai akibat negatif, seperti perzinahan dan lain
sebagainya.
Pada masa midang inilah disusun rencana perkawinan, termasuk
yang berhubungan dengan waktu lari bersama akan dilakukan. Waktu dan
strateginya direncanakan dengan jelas untuk meminimalisir terjadinya
berbagai hal yang mengakibatkan kegagalan. Semua rencana ini menjadi
rahasia berdua calon mempelai. Bahkan kedua orang tuanya tidak
diberitahukan. Dengan terjadinya lari bersama maka berakhirlah masa
midang dan beberayean.
Selanjutnya merariq sendiri terdapat dua pengertian. Pertama,
Merariq dalam arti yang sebenarnya yakni berlari, yaitu suatu cara atau
teknik seorang pria melarikan atau menculik seorang perempuan dari
ikatan (pengawasan) orang tua serta keluarganya dengan tujuan untuk
kawin. Kedua, merariq sebagai penamaan dari keseluruhan proses
perkawinan menurut adat Sasak.11
Dengan melihat pengertian diatas, kalau dilihat dari segi
bentuknya, merariq dapat disamakan dengan kawin lari. Didalam literatur
11 Depdikbud, op. cit., h. 33.
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hukum adat dijelaskan bahwa kawin lari adalah suatu perkawinan yang
dilakukan dengan tanpa peminangan secara formal. Proses perkawinan
semacam ini kemudian dapat dibedakan menjadi dua; Pertama, kawin lari
bersama (wegloophuweijk) atau dilakukan atas kerelaan dan persetujuan
kedua belah pihak; Kedua, kawin bawa lari (schaakhuweijk) atau
dilakukan secara paksa oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.12
Dari kedua bentuk kawin lari ini, penulis menyimpulkan bahwa merariq
adalah kawin lari bersama, karena dilakukan atas dasar kerelaan dan
persetujuan kedua belah pihak. Semantara kawin bawa lari kalau dikaitkan
dengan bentuk-bentuk perkawinan Sasak, disebut memagah (kawin
paksa).
Merariq ini lazim dilakukan dikalangan Muslim Sasak, seperti
yang dilakukan oleh salah seorang pelaku merariq sebagai berikut;
Merariq itu membawa lari seorang perempuan oleh seorang laki-
laki atau orang lain yang menjadi perantaranya untuk dibawa ke
keluarganya, proses ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun
yang diwariskan nenek moyang kami, waktu saya menikah pun
saya membawa lari isteri saya ke rumah nenek saya.13
Terkait pelaksanaan merariq ini salah seorang pejabat kelurahan
Pagesangan memaparkan;
Bahwa menurut pengamatan yang terjadi di Kelurahan Pagesangan
hasil survey terhadap 30 pasangan pelaku perkawinan,
menunjukkan bahwa sekitar 27 orang (90℅) dari mereka kawin
12 Teer Har, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1974), h.
188.
13 Umar (Tokoh masyarakat), wawancara langsung dengan penulis  pada tanggal 25 Juni
2012 di Pagesangan, dan diperkuat oleh warga masyarakat Pagesangan Inaq Tuan, Fifi, Inaq
minah dan lain-lain,
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dengan proses merariq, dan hanya 3 orang (10℅) yang melakukan
dengan cara peminangan. Jadi perkawinan dengan cara melamar ini
sangat jarang dilakukan.14
Bagi masyarakat Sasak ada beberapa alasan mengapa tradisi
merariq dilakukan. Pertama, merariq merupakan simbol keberanian dan
memberikan kesan jiwa ksatria. Oleh sebab itu, bagi mereka yang
melakukannya akan mendapatkan nilai lebih dan terhormat dari
masyarakat adat. Sebaliknya, bagi pemuda Sasak yang tidak berani
melakukan merariq mereka mendapatkan stigma negatif sebagai seorang
pengecut dan takut mengambil resiko. Kedua, untuk menunjukkan
kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Oleh karena itu
banyak orang tua yang tidak menyukai anaknya dilakoq atau (dilamar) dan
diberikannya begitu saja tanpa terlebih dahulu menempuh sutu tantangan
dan hal inilah yang menjadi alasan perkawinan dengan cara belakoq
(melamar) itu sebagai suatu penghinaan, ada ungkapan yang biasa
diucapkan dalam bahasa Sasak: Ara’m ngendeng anak manok baen
(seperti meminta anak ayam saja), karena menurut mereka anak
perempuan bukanlah sepeti sirih atau anak ayam yang diminta atau
diambil begitu saja. Ketiga, karena alasan sejarah. Keempat, alasan
kompetisi.
Sejak terjadinya peristiwa merariq, maka pada saat itu juga proses
pernikahan sasak dimulai. Biasanya, setelah merariq akan segera diikuti
oleh proses menuju perkawinan. Jarang sekali terjadi proses pelarian diri
14 I Made Gede Yasa, (Lurah Pagesangan dan tokoh masyarakat), wawancara langsung
dengan penulis pada tanggal 22 Juni 2012 di Kantor Lurah Pagesangan.
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yang tidak berakhir dengan perkawinan, walaupun misalnya orang tua
perempuan tidak setuju dengan calon menantunya.. Bagi masyarakat sasak
kegagalan perkawinan setelah merariq merupakan aib keluarga yang harus
dihindari. Oleh karenanya, walaupun orang tua calon mempelai
perempuan menolak, akan tetapi pada akhirnya mereka akan
menyetujuinya. Pelarian diri harus dilakukan pada malam hari biasanya
dilaksanakan antara waktu sholat maghrib dan isya atau antara jam 18.30
sampai jam 20.00, ketika masyarakat pada umumnya sedang sibuk pergi
ke masjid, makan, nonton, TV dan lain sebagainya.15
Secara ilustratif, proses merariq adalah sebelum merariq
dilaksanakan, pasangan yang hendak melarikan diri mengadakan
pertemuan terlebih dulu untuk menentukan kapan waktu (biasanya malam
hari) yang paling baik (secara keamanan) untuk melarikan diri menuju
persembunyian. Pada malam hari yang telah ditentukan, calon mempelai
perempuan menyelinap keluar dari rumah orang tuanya menuju tempat
yang telah ditentukan oleh kedua calon mempelai tersebut. Untuk kasus
merariq yang telah direncanakan, biasanya calon mempelai pria menunggu
disuatu tempat dengan ditemani oleh kaum kerabat atau teman-temannya.
Cara ini digunakan untuk meminimalisir bahaya jika pelarian diri
diketahui oleh keluarga calon mempelai perempuan. 11
15 Eka Danang Wijaya (Pegawai Kelurahan), wawancara langsung dengan penulis pada
tanggal 22 Juni 2012 di Kantor Lurah Pagesangan, dan pernyataan tambahan dari warga setempat.
11 Budiwanti, op.cit., h. 263
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Selama berada di bale penyebuan (persembunyian sementara)
kedua calon mempelai terikat dengan berbagai ketentuan adat yang ketat
dan wajib dipatuhi. Ketentuan adat tersebut diantaranya tidak boleh tidur
bersama dalam satu tempat tidur, mencabuli, memperkosa dan tindakan
kekerasan yang tidak dibenarkan oleh kemanusiaan. Setelah proses
penculikan dan persembunyian dilakukan maka proses selanjutnya adalah
sejati, selabar dan ngawinang.
1) Sejati atau besejati
Setelah merariq dilakukan, maka pihak keluarga laki-laki
memberitahukan kejadian merariq itu kepada keliang kampung
(kepala kampung). Selanjutnya informasi akan disampaikan kepada
pihak keluarga perempuan melalui pembayun secepatnya.12 Pembayun
ini akan memberikan informasi kepada keluarga calon pengantin
perempuan tentang kebenaran terjadinya merariq tersebut dan siapa
yang telah membawa lari, kapan dan dimana calon pengantin
perempuan dilarikan. Peristiwa inilah yang dinamakan sejati atau
besejati.
2) Selabar atau bait wali
Setelah sejati, maka proses selanjutnya adalah selabar yaitu
meminta kesediaan orang tua si gadis untuk memberikan persetujuan
dan perwalian terhadap puterinya. Hal ini disebut juga dengan bait
wali yang berarti mengambil wali. Dalam selabar ini pula akan
12 Ratmadji dan Gde Parman, Kitab Adat Sasak Dulang I, (tanpa penerbit, 1995), h. 17-20
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disepakati pembayaran adat yang disebut dengan pembayaran
ajikrama, yaitu sejumlah pembayaran yang akan ditetapkan oleh adat
sebagai simbol (harga) dan status sosial dari pasangan calon pengantin
dan setiap keturunan yang akan mereka lahirkan. Ajikrama ini harus
dipenuhi oleh keluarga laki-laki yang bersangkutan, sebagai upaya
untuk dapat melangsungkan akad nikah.13
Di Kelurahan Pagesangan selain ajikrama, pihak wanita
mengenal istilah pisuke yakni permintaan pembayaran lain, seperti
uang atau barang-barang berharga, yang intinya sebagai pengobat atau
penyenang yang menjadikan suke (rela). Pesuke berfungsi sebagai
penghibur rasa sedih orang tua yang akan ditinggal oleh puterinya.
Dengan demikian, pisuke semata-mata merupakan permintaan orang
tua untuk dirinya, meskipun kenyataannya, tidak sedikit yang
mempergunakannya untuk keperluan kedua mempelai. Dalam
penentuan pisuke inilah sering kali terjadi konflik.
Untuk mengakhiri konflik ini masyarakat Kelurahan
Pagesangan dan umumnya masyarakat Lombok, mempunyai dua
kemungkinan solusi. Pertama, rencana perkawinan dibatalkan dan
gadis dikembalikan kepada orang tuanya. Namun solusi ini jarang
terjadi, karena hal itu merupakan tindakan aib yang dapat merusak
citra keluarga. Kedua, menempuh jalur hukum, yaitu melalui
13 Jhon Ryan Bartholomew, op. cit., h. 247. Dapat dilihat pula dalam Lalu Sohimun
Faisal, Intan Berlian; Meneguhkan Posisi Perempuan, (Jurnal Ulumuna, Volume VIII, Edisi 13,
2004), h. 191.
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Pengadilan Agama, dalam kaitan ini hakim diminta kesediaanya
sebagai wali untuk menggantikan kedudukan wali yang sebenarnya.
Namun hakim baru akan memberikan putusan setelah
mempertimbangkan alasan-alasan dari kedua belah pihak. Dengan
demikian, hakim memiliki otoritas penuh untuk mengabulkan atau
menolak permintaan sebagai wali.14
3) Ngawinang
Ngawinang (mengawinkan) atau juga disebut nikahang
(menikahkan). Ngawinang adalah memberikan status hukum
berdasarkan agama atas hubungan kedua mempelai, sehingga mereka
dapat bergaul dan berhubunagn secara sah sebagai suami istri. Tanpa
adanya proses ngawinang, perkawinan dipandang tidak sah.15 Yang
pada umumnya diselenggarakan pada rumah keluarga pihak
perempuan.
3. Upacara adat setelah perkawinan
Upacara adat setelah merariq yaitu sorong serah dan nyonkolan.
Sorong serah adalah merupakan upacara yang diadakan untuk
memberikan dan menyerahkan ajikrama serta denda–denda pelanggaran
adat yang terjadi sejak masa pelarian sampai pelaksanaan pernikahan,
yang besarnya denda sudah dibicarakan pada upacara selabar. Menurut
14 Khairil Anwar (Staf Pengadilan Agama Mataram), wawancara langsung dengan penulis
pada tanggal 25 Juni 2012 di Kantor Pengadilan Agama Mataram.
15 Lutfi Arsyad (Kepala KUA Mataram), wawancara langsung dengan penulis pada
tanggal 14 Juni 2012 di Kantor KUA Mataram.
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adat sasak jika seorang isteri tidak diupacarakan dengan sorong serah
maka ia tidak sah menjadi anggota keluarga suaminya. Lebih lanjut
dijelaskan bagi masyarakat patrilineal, anak-anak itupun tidak berhak
mewarisi pusaka seperti tanah, ternak, keris pusaka dan lainnya dari
ayahnya. Anak-anak tersebut hanya dapat menerima warisan dari pihak
ibunya. Dalam hal ini, upacara berfungsi sebagai sarana pengumuman,
publikasi dan perkenalan tentang suatu perkawinan.
Sedangkan nyongkolan atau disebut dengan nyondol adalah suatu
upacara iring-iringan pengantin dari rumah pihak laki-laki menuju rumah
mempelai perempuan dengan diiringi oleh musik-musik tradisional
masyarakat Sasak, seperti gendang beleq, rebana, dan kecimol. Dengan
selesainya prosesi nyongkolan, maka berakhirlah rangkaian prosesi adat
perkawinan masyarakat Sasak dan pasangan akan tinggal sementara waktu
di rumah orang tua laki-laki atau perempuan tergantung kesepakatan.
C. Relevansi Tradisi Merariq Dengan Kehidupan Masyarakat Islam Sasak
Dalam perjalanan waktu muncul tokoh-tokoh pembaharu yang
berusaha mengakaji ulang tradisi yang masih berlaku dengan tujuan untuk
menggantikan yang kurang sesuai atau untuk memperbaiki sebagian yang
masih bisa dipertahankan, tokoh ini mencoba mencari makna baru dari tradisi
ini, sesuai dengan perkembangan tingkat kehidupan  masyarakat.
Masalah proses perkawinan dengan sistem merariq, yang semula
prosesnya cukup panjang dan terbelit-belit, dari mulai mencuri gadis,
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nyelabar, nuntun wali, sorong serah, secara evolusi aktualisasi juga semakin
berkurang. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan dengan sistem merariq
tersebut sudah berhenti sama sekali, akan tetapi upacaranya tidak seketat
dahulu. Bahkan kini sudah mulai ada yang menggunakan sistem belakoq,
ngendeng (melamar) sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mungkin saja terjadi,
karena sistem khitbah (melamar)  tersebut tampaknya lebih sederhana dan
tidak berbelit-belit. Terutama dalam menghadirkan wali nikah. Sementara,
sistem merariq ini cenderung menimbulkan kesulitan bagi yang bersangkutan,
padahal Islam sendiri mengungkapkan kepada umatnya untuk mempermudah
masalah dan tidak mempersulitnya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan
dengan tuntutan agama. Bagi yang masih melaksanakan merariq rangkaian
tradisi merariq seperti tradisi sorong serah dan prinsip ajikrama sebagian
sudah mulai ditinggalkan, karena dinilai menyulitkan. Tradisi nyongkol masih
dipertahankan.
D. Pandangan Masyarakat Islam Sasak Terhadap Adat Merariq
Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat Islam Sasak
terhadap adat merariq, terbagi 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan
masyarakat biasa dan masyarakat terdidik.
1. Pandangan masyarakat  biasa
Masyarakat biasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
masyarakat awam dan yang masih memegang teguh adat. Terkait merariq
mereka memandang bahwa tidak ada masalah dalam tradisi merariq
karena hal itu sudah berlaku secara umum dan dilakukan secara turun
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temurun. Selain itu kelompok masyarakat ini memandang merariq adalah
ciri khas bagi masyarakat Sasak yang perlu dipertahankan keberadaannya
selama merariq dijalankan sesuai  dengan ketentuan adat. Lebih lanjut di
masyarakat Sasak berkembang persepsi bahwa dengan merariq
perkawinan dapat lebih langgeng bila dibandingkan prosesi yang lainnya.
2. Pandangan masyarakat terdidik (berpendidikan)
Kelompok ini melihat dari dua sisi yaitu sisi adat dan sisi
pandangan Islam, seperti terlontar dalam ungkapan sebagai berikut:
Merariq merupakan cara melarikan perempuan baik oleh calon
suami atau perantara orang lain, dengan niat untuk menikahinya.
Cara ini merupakan pengaruh budaya Hindu Bali, yang sebaiknya
tidak perlu dilestarikan, dengan beberapa pertimbangan tidak
semua budaya itu dilestarikan. Masih ada tawaran yang lebih baik,
mudah dan lebih Islami dari itu. alasan dilarang karena, pertama,
dalam merariq itu sepertinya ada paksaan. Kedua, sering tidak
memberikan kesempatan keluarga wanita untuk merundingkan
pelaksanaan pernikahan tersebut, banyak orang tua yang tiba-tiba
anaknya hilang, justru membuat orang tua stress. Ketiga, calon
isteri terkadang dipegang duluan. Keempat, menerima lamaran
lebih dari satu, padahal jelas-jelas dalam hadis dilarang menerima
pinangan orang, selam masih ada pinangan. Kelima, terkesan
adanya unsur mengelabui seorang wanita.16
Pendapat diatas diperkuat oleh responden lain, dalam
wawancaranya sebagai berikut:
Saya pribadi kurang setuju terhadap proses adat merariq. Dengan
alasan praktik semacam itu tidak terdapat dalam ketentuan hukum
Islam. Akan tetapi  hukum adat atau budaya itu dapat berlaku dan
dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam,
apalagi masyarakat Sasak ini adalah masyarakat yang mayoritas
Islam dan fanatik agama, bagaimana dapat berjalan dengan baik
kalau tradisi tersebut bertentangan dengan masyarakat yang
16 LH, salah seorang tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat, wawancara langsung
dengan penulis pada tanggal 25 Juni 2012 di Mataram.
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mayoritas, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keributan, di
satu sisi merasa aman, dan disisi lain tidak merasa aman. Kalau
anak saya laki-laki mau menikah saya melamar pihak perempuan
yang menjadi calonnya, dan apabila anak saya perempuan, calon
laki-lakinya harus dengan cara melamar.17
Jadi, kesimpulan dari pandangan kelompok terdidik adalah mereka
menyarankan perlu ditinjau kembali keberadaan tradisi merariq, dengan
beberapa alasan. Pertama, tradisi tersebut tidak sesuai dengan perkembangan
jaman sekarang; Kedua, sering menimbulkan konflik; Ketiga, banyak orang
tua yang kaget tiba-tiba anaknya dibawa lari (kehilangan); Keempat, sering
terjadi unsur mengelabui dan juga pemaksaan terhadap pihak perempuan; dan
Kelima, prosesnya rumit dan terbelit-belit.
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Merariq
Secara literal, kata ‘adah berarti kebiasaan, adat istiadat atau praktek.
Beberapa ahli seperti Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalabi
berpendapat bahwa ‘adah mengandung arti pengulangan atau praktek yang
sudah menjadi kebiasaan, yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan
individual (‘adah fardiyyah) maupun kelompok (‘adah jam’iyyah). Dalam
tulisan ini istilah ‘adah diartikan sebagai adat, kebiasaan atau adat istiadat.18
‘Adah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat diakui oleh Islam
sebagai salah satu sarana pembangunan dalam tata aturan hukum Islam. Hal
ini disebabkan karena dalam banyak hal, adat terbukti sangat efektif untuk
17 MI, salah seorang tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat.
18 Muhammad Mustafa Syalabi, Falsafat at-Tasyri’ fi al-Islam (Beirut: Dar al-Kassyaf li
an-Nasyr wa wa at-Tiba’ah wa at-Tauzi’, 1952), h. 179-181.
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menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkritnya dalam al-
Qur’an dan al-Hadis.19 Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa sejak masa
awal masa pertumbuhan hukum Islam kriteria adat lokal justru cukup kuat
untuk mengalahkan praktek hukum yang dikabarkan berasal dari Nabi
sendiri.20 Dengan kata lain, adat merupakan salah satu sumber hukum Islam
yang harus diperhatikan dalam setiap proses kreasi hukum Islam.
Meskipun demikian, tidak semua praktek adat dapat diadopsi begitu
saja sebagai bagian dari hukum Islam, mengingat adat yang berkembang di
tengah-tengah masyarakat ada yang baik (al-‘adah al-sahihah)  dan ada pula
yang buruk (al-‘adah al-fasidah). Dalam teori hukum Islam, adat yang dapat
diterima hanyalah adat yang baik, sementara adat yang buruk harus ditolak
bahkan dihilangkan.21 Dalam konteks inilah, para yuris muslim
menformulasikan berbagai kaidah hukum yang berkaitan dengan adat, seperti
al-‘adah muhakkamah (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).22
Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa adat yang baik adalah adat
yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, serta tidak menghalalkan
yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban, sedangkan adat yang
19 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta:
INIS, 1998), h. 6.
20 Ibid.
21 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Bina Utama, 1996),
h. 32. Lihat juga M. Hasbi as-Shiddiqy, Falsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1932), h.
477.
22 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos, 1996), h. 141.
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buruk adalah sebaliknya.23 Sobhi Mahmassani secara lebih rinci menetapkan
syarat-syarat diterimanya suatu adat kebiasaan, 24 sebagai berikut:
a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa
diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan
pendapat umum.
b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat harus terjadi berulang kali.
c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan mu’amalat adalah adat
kebiasaan yang lama bukan yang terakhir.
d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila di antara dua belah pihak
terdapat syarat yang berlainan, sebab adat itu kedudukannya sebagai
yang implisit syarat yang sudah dengan sendirinya.
e. Adat kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila
tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli fiqh.
Singkatnya, menurut Mahmassani bahwa adat kebiasaan yang dapat
diterima sebagai hukum Islam hanyalah adat kebiasaan yang sesuai dengan
dalil-dalil syara’. Sebaliknya, segala yang bertentangan dengan semangat
syari’at, tujuan, dan nash-nash-nya sama sekali tidak bisa diakui oleh
syara’.25
23 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 89.
24 Sobhi Mahmassani, Falsafat at-Tasyrî’ fi al-Islâm, alih bahasa Ahmad Sudjono, Cet. I
(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976), h. 262-264
25 Ibid.
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Sementara itu, as-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandar
pada mashlahah.26 Artinya, baik buruknya suatu praktek adat harus diukur
dengan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Maka
unsur-unsur dominan menentukan  sifat dan nama adat kebiasaan tersebut.
Jika dalam suatu praktek adat, unsur maslahat-nya lebih besar dari unsur
mafsadat-nya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (al-‘adah al-
sahihah) serta dapat diterima. Sebaliknya, jika unsur mafsadat-nya lebih
besar dari unsur maslahat-nya, maka adat tersebut adalah adat yang buruk
(al-‘adah al-fasidah) dan harus ditolak.27
Dari ketiga pandangan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa
suatu adat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam, paling tidak
dengan dua syarat. Pertama, tidak bertentangan dengan nash-nash syara’
yang secara tegas telah menetapkan suatu ketentuan hukum. Kedua, tidak
bertentangan dengan maslahat. Kerangka pikir inilah yang dalam
prakteknya harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan umat
Islam yang berkaitan dengan adat istiadat mereka.
Dalam menganalisis hal-hal tersebut ada tiga hal yang dijadikan
pedoman. Pertama, kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam yang
berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Kedua, mengacu kepada kemaslahatan
yang membawa manfa’at dan mudharat yang ditimbulkannya. Ketiga,
analisis dengan mengacu pada teori Hazairin: reseptio a contrario,
26 Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq as-Syatibi’s
Life and Thought, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), h. 314.
27 Ibid.
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menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan
hukum Islam.
1. Analisis terhadap proses menuju pelaksanaan merariq (midang,
beberayean dan pelarian diri)
Perkawinan dalam masyarakat Sasak biasanya diawalai dengan
proses midang, beberayean, dan merariq. Midang dan beberayean
mencerminkan upaya kepada antara kedua pasang pemuda dan pemudi
ini untuk saling ta’aruf, mengenal dan memahami sifat kepribadian
masing-masing calon, sehingga mereka mendapatkan calon pengantin
hidup yang ideal untuk dinikahi. Sedangkan merariq merupakan
eksperimen dan tindakan riil terhadap tuntutan hati dan perasaan untuk
menikah.
Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut diatas midang, beberayean,
dan pelarian diri atau khitbah dalam hukum perkawinan Islam, secara
substansi memiliki tujuan yang sama yaitu mencari calon pasangan
hidup yang ideal dan cocok agar dapat melakukan perkawinan atas
dasar kerelaan antara pihak-pihak yang bersangkuatan. Atas dasar
inilah, ketentuan dan prinsip-prinsip khitbah menurut ajaran Islam,
kiranya dapat dijadikan sebagai sandaran dan landasan untuk mengukur
keberadaan tradisi merariq Sasak khususnya pada tahap proses awal
menuju perkawinan. Proses awal menuju perkawinan Sasak, dalam
beberapa hal sebenarnya telah mengakui adanya ketentuan-ketentuan
tersebut seperti mengakui adanya batasan bahwa merariq itu hanya
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dapat dilakukan dengan perempuan yang boleh dikawini. Namun
demikian, dalam kenyataan masih sering terjadinya penyimpangan, baik
dari aspek normatif maupun kemaslahatan umum. Penyimpangan-
penyimpangan itu dapat diperhatikan kajian berikut ini:
Pertama, tradisi midang dan beberayean dengan seorang wanita
pada malam hari dan tanpa ditemani oleh mahramnya, dapat
dikategorikan sebagai tindakan berduaan (berkhalwat) dapat
menjerumus perbuatan zina, padahal mendekati zina merupakan
perbuatan yang dilarang agama. Atas dasar inilah Rasulullah SAW
secara tegas menyatakan:
 َﮭَﻌَﻣَوﱠِﻻا ٍَةأَﺮِْﻣِﺈﺑ ٌﻞُﺟَر ﱠنَُﻮﻠَْﺨَﯾﻻﺮْﺤَﻣ ْيِذ َﻊَﻣﱠﻻاِ َُةأْﺮَﻤْﻟا ُِﺮﻓﺎَُﺴﺗ َﻻَو ٍمَﺮْﺤَﻣْوُذﺎ
Artinya:
“Bahwa laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang wanita
tanpa disertai mahramnya”.28
Kedua, dalam midang dan beberayean, tradisi Sasak
membenarkan adanya kompetisi antar beberapa orang laki-laki untuk
merebut hati dan perasaan seorang perempuan. Akibat dari hal
tersebut, seorang perempuan dapat saja memiliki beberapa orang
beraye (kekasih), meskipun diantara mereka hanya satu yang masuk
didalam hatinya. Memang dibenarkan dalam Kitab Adat Sasak
dikatakannya:
28 Rachmat Syafe'i, Al-Hadits (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum), Jakarta: PT.
Pustaka Setia, 2003, h.217
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“Laki-laki yang midang di tempat yang satu boleh midang lagi
di tempat yang lain”.29
Jadi dibenarkan midang secara bergiliran pada malam yang
sama. Memang pelaksanaan seperti ini terkesan pemuda Sasak bebas
memilih dan dapat dianggap mempunyai kebebasan dalam hal
pemilihan jodoh, tetapi hal ini rentan timbulnya permusuhan antara
beraye (kekasih). Dalam kaitan ini, maka tradisi midang dan
bebrayean itu dapat dianggap tidak sesuai dengan firman Allah sebagai
berikut:
                  
Terjemahnya:
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat
rahmat”(Q.S. Al-Hujurat (49): 10).30
Dan diperkuat oleh hadist nabi SAW:
ﻦﻣﺆ ﻤﻟاأﻮﺨﻨﻣﺆﻤﻟ ﻼ ﻓ ﻞ ﺤﯾ ﻦﻣﺆ ﻤﻠﻟ نأ عﺎ ﺘﺒﯾ ﻰ ﻠﻋ ﻊ ﯿﺑ ﮫ ﯿﺧأ ﻻو ﻰ ﻠﻋ
ﺔ ﺒﻄﺧ ﮫ ﯿﺧأ ﻰﺘ ﺣ رﺬ ﯾ
Artinya:
“Orang mukmin adalah saudara orang mukmin, dan tidak boleh
menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya dan
tidak boleh pula meminang perempuan yang sedang dipinang
saudaranya, sehingga saudaranya meninggalkannya”.(Hadits
29 Ratmadji dan Gde Parman, op.cit, h. 30
30 Departemen Agama, op.cit, h. 412
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yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim dan Uqubah bin Amir).
31
Hikmah dari larangan tersebut adalah untuk menghindari
terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang itu.
Ketiga, melakukan lari bersama untuk kawin bertentangan
dengan ketentuan lahiriyah ayat dan hadist Nabi yang mengharuskan
adanya izin sebelum perkawinan dari wali, ayah wanita yang hendak
dikawini, atau kakeknya, atau saudaranya dan keluarga lain yang
berhak sesuai urutan dalam ketentuan hukum Islam, walaupun segera
setelah dilarikannya perempuan keluarga pemuda akan
memberitahukan tentang adanya merariq. Sebagaiman firman Allah
menyebutkan bahwa harus ada izin dari wali dan perizinan dilakukan
pada saat melamar (khitbah).
                 
           
          
Terjemahnya:
“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan
berilah mas kawin mereka yang patut, sedang mereka pun
wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan
pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraanya”.
(QS. An-Nisa’: 25).32
31 Shahih Muslim 2/1034 no.1414, Kitab Nikah bab Haramnya khitbah di atas khitbah
saudaranya kecuali jika diizinkan atau jika lamaran itu telah ditinggalkan).
32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (PT. Syaamil Cipta Media,
Jakarta, 2005), h. 82.
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Pada aspek lain, meskipun perkawinan dengan pelarian atau
membawa lari gadis tersebut sebagai adat tradisi, namun dalam
praktiknya seringkali melahirkan berbagi implikasi negatif yang dapat
merugikan kedua belah pihak. Implikasi negatif sering terjadi adalah
adanya perzinahan ataupun kekerasan seksual sehingga perempuan
tidak punya pilihan lain selain menerima pemuda sebagai suaminya
ataupun adanya permintaan pisuke yang terlalu tinggi kepada pihak
laki-laki.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa
midang, beberayean dan proses tradisi merariq Sasak memperlihatkan
adanya kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam, namun dari sisi
kemudharatan dan sisi negatifnya baik dari sudut normatif maupun
kemaslahatan umat lebih dominan sehingga keberadaan atau praktik
merariq ini ditinjau kembali. Pandangan ini akan lebih kuat, bila
dikaitkan dengan kaidah-kaidah atau konsep Islam, antara lain:
pertama, kaidah yang mengatakan:
“Menolak segala bentuk kemutsadatan lebih didahulukan dari
pada mangambil kemaslahatan”.33
Kedua, konsep Islam, seperti Sadd al-Dzari’ah, yaitu:
“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung
kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.34
33 Nasrun Harun, Ushul Fiqh, (Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 190.
34 Ibid, h. 191.
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Maksudnya, seorang melakukan suatu pekerjaan yang pada
dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi
tujuan yang akan dicapai berakhir dengan kemafsadatan.” (al-
Syathibi).35
2. Analisis terhadap pelaksanaan penyelesaian masalah tradisi
merariq Sasak
a. Analisis terhadap masalah wali dan pisuke
Kedudukan wali bagi perempuan yang hendak menikah
pada masyarakat Pagesangan, dapat dipahami sebagai upaya
implementasi dari bagian Syari’at Islam. Sebab dalam ajaran Islam
kedudukan wali merupakan “rukun” artinya harus ada dalam
perkawinan, apabila tidak ada perkawinan dianggap tidak sah.
Adapun yang menjadi landasan yuridisnya, sesuai dengan hadist
Nabi SAW. :
 ﺎﮭﯿﻟو نذإ ﺮﯿﻐﺑ ﺖﺤﻜﻧ ةأﺮﻣا ﺎﻤﯾألﺪﻋ يﺪھﺎﺷو،ﻞطﺎﺑ ﺎﮭﺣﺎﻜﻨﻓ
Artinya:
“Wanita mana saja yang menikah tanpa ijin dari walinya
dan dua orang saksi yang ‘adil, maka pernikahan baathil.
(Hadist riwayat Aisyah r.a.).36
Pada masyarakat Sasak kewajiban adanya wali, merupakan
sesuatu yang penting, hal ini ada dalam ketentuan adat. Atas
argumentasi yang dasar itulah sehingga masyarakat Sasak benar-
35 Ibid, h. 161.
36 Al-Jarh wat-Ta’diil 6/157, Majma’uz-Zawaaid 4/286, dan Takhriij Majma’il-Bahrain
4/166].
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benar menempatkan wali pada unsur yang sangat penting, dengan
adanya merariq ini, seakan-akan posisi laki-laki berada diposisi
yang lebih rendah, terlebih lagi adanya suatu ketentuan jika
seorang laki-laki sudah melakukan merariq adalah suatu
kewajibanya untuk menikahi perempuan tersebut. Sehingga sering
kali hal ini yang membuat pihak keluarga perempuan meminta
konpensasi tinggi (pisuke) sebagai syarat kesediaanya menjadi wali
pernikahan. Pisuke ini dapat berupa uang atau barang berharaga
lainya kepada pihak laki-laki.
Pisuke umumnya sebagai biaya adat perkawinan, akan
tetapi tidak menyerupai mahar seperti dalam Islam. Pembayaran
uang pisuke ini menjadi syarat utama bagi kesediaan wali untuk
menikahkan anaknya, apabila uang ini belum diserahkan perwalian
pun belum diberikan. Maka calon mempelai laki-laki pada
masyarakat Sasak secara keseluruhan disamping berkeharusan
memberikan mahar juga diwajibkan membayar uang permintaan
(pisuke) yang besarnya tergantung permintaan wali perempuan.
Jika uang pisuka tersebut dipermasalahkan, maka haruslah
dilihat kesesuaiannya dengan nash dan maslahat. Sementara, jika
dilihat dalam usaha mendorong penyelesaian perkawinan, hukum
Islam memberikan tawaran sebagaimana dapat dilihat dari Firman
Allah Sebagai berikut:
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           
          
Terjemahnya;
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu
yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.37 (Qs. al-
Nur (24): 32)
Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang keharusan orang-
orang yang terdekat (keluarga) untuk membantu perkawinan laki-
laki yang belum kawin atau wanita yang tidak bersuami.38
Demikian juga Tim Penerjemah al-Qur’an Departemen Agama
memaknai kalimat “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian”
dengan “hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita
yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin”.39
Jika dilihat dari sisi ini, kalau uang pisuka itu menghambat
terjadinya perkawinan padahal antara kedua calon mempelai saling
mencintai, maka patut dipersoalkan kesesuaian konsep pisuka
tersebut dalam perspektif hukum Islam. Demikian juga jika hal ini
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (PT. Karya Toha Putra
Semarang), h. 282.
38 Muhammad Hasan al-Himsy, Mufradat al-Qur’an: Tafsir wa Tarjamah (Beirut: Dar
ar-Rasyid, tth.), h. 354
39 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, 1971), h. 549.
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akan mendatang mudlarat yang lebih besar, seperti hubungan
badan di luar nikah atau terjadinya hubungan yang tidak harmonis
antara keluarga kedua belah pihak, maka pemaksaan terhadap
pemberian uang pisuka dapat jatuh ke hukum haram karena telah
melanggar prinsip yang kedua juga, yakni kemaslahatan.
Oleh karena itu, jelaslah bahwa permintaan orang tua
perempuan (pisuke) tersebut, kalau ditinjau dari hukum Islam maka
tidak wajib karena hal tersebut bukanlah mahar, seperti yang
diwajibkan, melainkan hanya sebagai permintaan atau pemberian
yang hukumnya mubah serta dapat dilakukan atau ditinggalkan
sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan didaerah setempat.
Dengan demikian, Islam menganjurkan agar dalam hal pemberian
atau penentuan mahar dengan cara yang ringan dan mudah. Prinsip
ini seyogianya diaplikasikan pada kebiasaan permintaan pisuke
yang berlaku sebagai kebiasaan dimasyarakat Sasak.
b. Analisis terhadap Legalitas Tradisi Merariq Sasak
Pada dasarnya, adat merariq Sasak dalam beberapa hal
terindikasi adanya kesenjangan dengan ketentuan hukum islam
baik dilihat dari sudut normatif maupun kemaslahatan, namun
tidak berarti bahwa proses tradisi merariq Sasak tersebut tidak sah.
Legalitas perkawinan menurut hukum Islam tidak menempatkan
pada proses menuju pernikahan, seperti khitbah atau pelarian diri,
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melainkan lebih mengamati pada akadnya, apakah sudah
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah atau belum. Jika
rukun dan syarat tersebut dapat dipenuhi, maka dangan sendirinya
proses perkawinan tersebut dianggap sah. Sebaliknya jika rukun
dan syarat perkawinan dikalangan ulama sendiri masih berbeda
pendapat, namun syafi’iyah yang juga diresepsi olek pasal 14
Kompilasi Hukum Islam, bahwa rukun-rukun perkawinan adalah
calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab
qobul.
Proses merariq masyarakat Sasak, kalau diperhatikan
rukun-rukun dan syarat-syarat hukum Islam tersebut, telah
menerapkan ketentuan sesuai dengan hukum Islam. Karena itu
tidak berlebihan jika dikatakan bahwa prosesi ngawinang atau
nikahang merupakan satu-satunya rangkaian prosesei perkawinan
Sasak yang secara sempurna mengimplementasikan ketentuan-
ketentuan hukum Islam.
Disamping terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat
hukum islam tersebut, proses tradisi merariq sebagaimana halnya
perkawinan pada umunya yang berlaku di Indonesia, masyarakat
Sasak juga melakukan pencatatan perkawinan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
supaya diakui eksistensi dan legalitasnya menurut hukum yang
berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan
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bahwa pernikahan dalam proses tradisi merariq Sasak (ngawinang
atau nikahang) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum Islam,
karena semuanya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat,
serta mendapat eksistensi dan legalitas dari pemerintah, karena
perkawinannya dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis
secara kualitatif dapat diambil beberapa kesimpulan.
1. Tradisi merariq merupakan bentuk pernikahan unik dalam
pelaksanaannya merariq ini sering menimbulkan implikasi negatif
terlebih tidak kuatnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan praktik
tersebut serta praktik merariq ini sudah tidak seperti seketat seperti
dahulu dan adanya pergeseran nilai didalam masyarakat. Implikasi
negatif ini tidak saja dipihak perempuan sering terjadi kekerasan
seksual dan pada pihak laki-laki sering memberatkan karena adanya
permintaan pisuke yang terlalu tinggi.
2. Terkait pandangan masyarakat Islam Sasak terkait merariq ada 2 (dua)
pendapat; Pertama, oleh masyarakat biasa mengatakan bahwa tidak
ada masalah dalam merariq. Kedua, yaitu dari masyarakat tedidik
(berpendidikan) mereka lebih melihat pada dampak merariq mulai dari
proses awal Sampai akhir. Sehingga mereka berpendapat sebaiknya
dicarikan alternatif yang lebih baik karena tidak ada ketentuan dalam
hukum Islam tentang praktik ini dan ditambahkan lagi bahwa tidak
semua budaya harus dilestarikan.
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3. Menurut kajian hukum Islam merariq merupakan tradisi yang
kurang baik karena bertentangan dengan hukum Islam. Akhirnya
merariq dapat dipandang sebagai tradisi yang tidak relevan lagi
keberadaannya ditengah-tengah umat Islam Sasak yang semakin
meningkat pemahaman ajaran agamanya, sehingga tradisi merariq
perlu dipertimbangkan kembali.
B. Saran
Terkait prosesi merariq, jika dillihat dari pandang hukum Islam
penelitian menyimpulkan terdapat kesenjangan dangan ketentuan hukum
Islam, baik itu ditinjau dari sudut normatif maupun kemaslahatanya. Oleh
karena itu, dari sisi kajian hukum Islam tradisi merariq ini merupakan tradisi
yang kurang baik, walaupun pada akad perkawinanya sah karena telah
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat berkawinan menurut hukum Islam
dan telah mendapatkan legalitas dari negara.
Dengan memperhatikan hasil penelitian diatas dapat disarankan
bahwa perlu adannya pengkajian kembali adat perkawinan Sasak, sebab adat
sasak yang sebenarnya melamar, (memadiq/ngendeng). inilah yang
dikehendaki hukum Islam, karena dengan cara sepeti ini mencerminkan
bimbingan dan petunjuk hukum Islam Karena caranya yang sangat sederhana.
Kembangkan dan lestarikan adat istiadat yang islami, sehingga
mencerminkan nilai-nilai ajaran agama dan tidak bertentangn dengan hukum
Islam. Selain itu untuk menghilangkan penyimpangan yang terjadi pada
tradisi merariq diperlukan ketertiban semua elemen yaitu tokoh-tokoh agama
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dan tokoh-tokoh adat, pemerintah setempat, dan masyarakat Islam Sasak itu
sendiri.
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